PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2001
TENTANG
PENGATURAN PENGGUNAAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG

Menimbang : a.bahwa dalam upaya menertibkan penggunaan dan pe-
manfaatan bangunan dalam Kota Palembang perlu
dilakukan pengaturan, pengendalian dan pengawasan
terhadap penggunaan dan pengaturan bangunan ter-
sebut, sehingga dapal berfungsi secara optimal
sebagai wahana kegiatan manusia secara berdaya
guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsi
peruntukannya;

h.bahwa pengaturan, pengendalian dan pengawasan
penggunaan bangunan sebagaimana dimaksud huruf a,
dilaksanakan sejalan dengan ketentuan pasal 16
Peraturan daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang
dibidang penataan ruang;

c.bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur
dan ditetapkan dengan Peraturan Deerah Kota Palem—
bang.

Mengingat : !.Undang-undang Nemor 28 Tahun 1959 tentang Pemben-
tukan Daerah Tingkat 11 dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1939 Nomor T3,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913).

2.Undang-undang Nomor § Tahun 1960 tentang Peraturan
pasar Pokok-Pokok Agraria (lembaran Negara RI
Tahun 1960 Nomer 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2043).

3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan
(Lembaran Negara RT Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3186).

4 .Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

5.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan
dan Permukiman (Lembaran Negara RI Tahun 19492
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469).

6.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1982 tentang Penalaan
Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomar 115,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501).

7.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelo—
laan Lingkungan Hidup (Lembaran Megara RI Tahun
1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran WNegara Nomor
3699).

§.Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerin-
tahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomort
60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang
Jalan (Lembaran Negara RT Tahun 1985 Nomor 3293).
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10.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang
Pekerjaan Umum kepada Daerah.

11.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah
Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RT
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848).

12.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksa-
naan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

13.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nemor 44
Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-
undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan
Rancangan Keputusan Presiden.

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987
tentang Penyusunan Rencana Kota.

1§.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan
Pemerintah Daerah.

16 . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor B84 Tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah dam Peraturan
Daerah Perubahan.

17.Peraturan Daerah Kolamadya Daerah Tingkat 1|1
Palembang Nomor 11 Tahun 1996 tentang Tzin Mendi-
rikan Bangunan dan Tzin Membongkar Bangunan Dalam
Kotamadya daerah Tingkat !l Palembang.

18.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor & Tahun 2000
tentang Rencana Ruang Wilayah Kota Palembang.

19.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.

20.Peraturan Daerah Kote Palembang Nomor 2 Tahun 2001
lentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok,
Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.

21.Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Palembang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Persetujuan
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang
tentang Pengaturan Penggunaan Bangunan.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAFRAH KOTA PALEMBANG TENTANG PENGATURAN
PENGGUNAAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalam Kota Palembang.

2, Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta
perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan
Eksekutil Dserah,

3, Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.

4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota
Palembang.
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Dinas Dserah adalah Dinas Tata Kota Kota Palem-
bang.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam
atau diletakkan secara tetap pada tanah dan
atau perairan.

Bangunan gedung adalah bangunan yang diperguns-
kan sebagai wadah kegiatan manusia.
Bangunan-bangunan adalah setiap pekerjaan
manusia yang tersusun dan melekat pada tanah
atau bertumpu pada batu-batu landasan.

tzin Penggunaan Bangunan yang selanjutnys
disingkat IPB adalah izin untuk menggunakan
atau memanfaatkan bangunan yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang
meliputi perseroan lerbatas, perseroan koman-
diter, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara atau daerah dengan nama dan bentuk
apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kong-
si, koperasi, yayesan atau orgs- nisasi yang
sejenis, lembaga, dans pensiun, bentuk usaha
tetap serta badan usaha lainnya.

Industri besar adalah industri yang nilai
investasinnya diatas 1 (satu) milyar rupiah
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
industri sedang adalah industri yang nilal
investasinnya dari diatas 200 juta rupiah
sampai dengan dibawah 1 (satu) milyar rupiah
tidak termasuk tanah dan bangunan tempal usaha.
Tndustri kecil adalah industri yang nilai
investasinnya mulai dari 5 juta rupiah sampai
dengan 200 juts rupiah tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha.

Pergudangan besar adalah pergudangan yang
luasnya diatas 300 meter persegi.

Pergudangan sedang adalah pergudangan yang
luasnya mulai dari diatas 100 meter persegi
sampai dengan dibawah 300 meter persegi.
Pergudangan kecil adalah pergudangen Yang
luasnya paling luas 100 meter persegi.

Hotel kelas T adalah hotel berbintang 5 (lima)
dan 4 (empat) dengan fasilitas parkir 1 (satu)
mobil untuk setiap 5 (lima) kamar.

Hotel kelas II adalah hotel berbintang 3 (tiga)
dan 2 (dua) dengan fasilitas parkir 1 (satu)
mobil untuk setiap 7 (tujuh) kamar.

Hotel kelas II11 'adalah hotel berbintang 1
(satu) termasuk losmen, penginapan dan wisma
dengan fasilitas parkir 1 (satu) mobil untuk
setiap 10 (sepuluh) kamar.

Bangunan multi fungsi adalah bangunan yang
dipergunakan untuk lebih dari 1 (satu) jenis
pelayanan atau jasa.
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BAB: 11
ASAS DAN TUJIUAN
A s as
Pasal 2

Penvelenggaraan pengaturan penggunaan dan peman-
faatan bangunan dilaksanakan berdasarkan asas
kemanfaatan umum, keserasian dan ketertiban untuk
mengatur fungsi bangunan secara optimal sebagai
wahana untuk menampung kegiatan secara berdaya
guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsi
peruntukannya.

Tu juan
Pasal 3

Penvelenggaraan pengaturan dan pemanfaatan
bangunan bertujuan untuk mencapai terwujudnya
kenyamanan, keserasian lingkungan dan ketentraman
masyarakal.

BAB IIT
PERIZINAN
Pasal 4

(1) Setiap orang atau badan yang akan menggunakan
dan memanfaatan bangunannya dalam Daerah wajib
memiliki IPB dari Kepala Daerah.

(2) IPBR sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,
adalah sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam
rangka pengaturan, pengendalian dan pengawasan
penggunaan dan pemanfaatan bangunan sesuai
dengan fungsi peruntukannya.

(3) TPB sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,
diberikan hanya terhadap bangunan yang telah
memiliki Tzin Mendirikan Bangunan (IMB).

(4) Khusus terhadap bangunan rumah tinggal tidak
diwajibkan memiliki IPB sebagaimana dimaksud
ayat (1) pasal ini.

Pasal §

(1) Untuk mendapatkan IPB sebagaimana dimaksud
pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pemohon
mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala
Daerah melalui Dinas Tata Kota.

(2} Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal
ini, dilengkapi dengan persyaratan sebagai
berikut =

a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
pamohon .
b. Photo copy surat pemilikan tamah.



(3)

(4)

(1)

(2)
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(2)

(1)

(2)

(1)
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¢. Phote copy surat perjanjian sewa/kontrak.

d. Photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

e¢. Persetujuan tetangga yang diketahui oleh
Ketua RT, Lurah dan Camat.

Khusus untuk jenis penggunaan bangunan Yyang
berdampak sosial, sebelum diterbitkan TPRH
terlebih dahulu harus disosialisasikan kepads
masyarakat disekitar lokasi bangunan tersebut
dalam radius 100 meter.

Permohonan 1PB dapat diproses selelah keleng-
kapan persyaratan permohonan dilengkapi oleh
pemohon.

Pasal 6

IPB scbagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan
Daerah ini, diberikan atas nama pemchon.

Proses pembuatan TPB sebagaimana dimaksud
pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini, setelah
memenuhi persyaratan perlu dimintakan pertim-
bangan Instansi teknis terkait.

Instansi teknis terkait yang perlu memberikan
pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2)
pasal ini. ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Daerah.

Pasal 7
Dalam surat IPB sebagnimana dimeksud pasal 4
Peraturan Daerah ini, dimuat ketentuan-keten-
tuan yvang harus dipenuhi oleh pemegang IPB.
Ketentua-ketentuan sebagaimana dimaksud ayat
(1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Daerah.

Pasal 8
Setiap pemegang IPB diwajibkan memasanz plat
nomor IPR pada bagian dinding depan bangunan
yvang mudah dibaca.
Bentuk dan ukuran plat nomor sebagaimana
dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daersah.

BABR 1V

JANGKA WAKTU IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN

Pasal 9

I1PB berlaku selama bangunan tersebut digunakan

dimanfaatkan sesuai dengan IPB yang telah
ditetapkan.
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Sebagai media pengendalian dan pengawasan
terhadap 1PB sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal ini, pemegang IPB wajib melakukan pen-
daftaran ulang bangunannya setiap 5 (lima)
tahun sekali terhitung sejak tanggal diterbit-
kannya TPB yang bersangkutan.

IPR dapat dicabut, apabila penggunaan dan
pemanfaatan bangunan tersebut tidak sesuai
lagi dengan [lungsi peruntukannya sebagaimana
tercantum dalam IPB yang diberikan kepada
pemegang izin.

BAB V

OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 10

Objek IPB adalah seluruh bangunan yang telah
memiliki Tzin Mendirikan BDangunan (IMB],
kecuali bangunan rumash tinggal.
Subjek TPB adalah setiap orang atau badan yang
memanfaatan bangunan untuk keperluan peng-
gunaan dan pemanfaatan bangunsn tersebut,
sesuai dengan peruntukannya.

BAB VI

JENIS-JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN

Pasal 11

Pemberian TPR didasarkan atas jenis penggunaan dan
luas bangunan, meliputi :

1

Bangunan untuk industri :
a. Industri besar.
b. Industri sedang.
¢. Industri kecil.

Pangunan untuk pergudangan :
a. Pergudangan besar.

b. Pergudangan sedang.

c. Pergudangan kecil.

Bangunan untuk perhotelan dan diskotik :
a.Hotel kelas I dan diskotik.

b.Hotel kelas I1.

c.Hotel kelas I11.

Bangunan supermarket, bioskop, tempat hiburan
dan multi fungsi-

Bangunan untuk pertokoan, perkantoran dan jasa.
Bangunan untuk fasilitas pendidikan, fasilitas

olah raga dan fasilitas kesehatan yang bersifat
komersial.
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BAB VII
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 12

Untuk setiap pemberian IPB sebagaimana dimak-
sud pasal & Peraturan Daerah ini, dipungut
retribusi.

Penetapan besarnya retribusi 1PB didasarkan
pada jenis penggunaan dan luas bangunan Yang
tarifnya ditetapkan berdasarkan Peraturan
Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 13

Pelanggaran atas ketentuan pasal 4, pasal 5,
pasal 6, pasal 7, pasal £, pasal 9, pasal 10,
pasal 11 dan pasal 12 Peraturan Daerah ini,
diancam pidana kurungan palingz lama 6 (enam)
bulan atau denda sebanyak-banyaknya
Rp.5.000,000.~- (lima juta rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal ini, adalah pelanggaran,

BAB TX
PENY I DIKAN
Pasal 14

Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik
tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah
ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan
Pemerintah Daerah yang pengangkatannva dite-—
tapkan sesual dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimak-
sud ayat (1) pasal ini, berwenang :

4. menerima laporan atau pengaduan dari sese-
orang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu
ditempal kejadian dan melakukan pemerik-
sdan ;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan
memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda atau surat;

e. mengambil sidik jari atau memotret seorang:

T. memsnggil orang untuk didengar dan diperik-
sa sebagai tersangka atau saksi:
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g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan
dalam hubungan dengan pemeriksanaan per-
kara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah
mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak
terdapat cukup bukti atlau peristiwa ter-
sebut bukan merupakan tindak pidana dan
selanjutnya melalui penyidik memberitahukan
hal tersebut kepada penuntut umum, tersang-
ka atau keluarganya;

i. mengdakan tindakan lain menurut hukum yang
dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

(1) Terhadap bangunan yang sudah lama ada yang
penggunannnya tidak sesuai dengan peruntukan-
nya, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini dan dilakukan secara

bt bertahap sampai dengan 31 Maret 2003.

(2) Terhadap bangunan yang sudah lama ada yang
penggunaannya sudah sesuai dengan peruntukan-
nya tetapi belum memiliki IPB, sejak berlaku-
nya Peraturan Daerah ini diwajibkan mengajukan
permohonan IPB.

BAB X1
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah

ini, ditetapkan oleh Kepala Dserah sepanjang
mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17
-

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

4$ﬁﬂ"*ﬁ kan di Palgnibang Ditetapkan di Palembang
qb‘; pudaXisggal ¥ 7€/ 200/, pada tanggal 26 April 2001
'l .
('_Eﬁmfn msn\ml KOTAPALEWEANG ALEMBANG
|| AERAM Iig
-
\:; ~Viajje s A% i o
{ JI'._ . ' 1am. ! ;
N M.u-w..h'n B30 0 T o ACWIANG TAULY 200 7 MOY0E /é X I HUSNT o
\
N e
Sl



